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ABSTRACT 

 

Problem Statement/Background (GAP): Poverty in Kolaka Regency is a complex problem, 

characterized by fluctuations in the poverty rate and the high rate of extreme poverty, even though 
the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Kolaka Regency is the highest in Southeast 

Sulawesi Province, which attracts the attention of researchers to find out how poverty reduction 

efforts are carried out by the Social Service of Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province. 

Purpose: This study aims to determine the regional poverty reduction by the Social Service of Kolaka Regency, 

Southeast Sulawesi Province. Method: This research uses a Descriptive Qualitative approach with an inductive 

method. This approach was chosen because the qualitative model provides full flexibility for researchers to 

change the direction of research in the middle of activities in order to achieve the main objectives of the research. 

Data collection techniques include field observations, document studies, and interviews as well as data 

triangulation. The main theory used to analyze this topic is the Poverty Reduction Theory by Ubur in 2011. There 

were 10 informants involved in this research. Data analysis was carried out through data reduction, data 

presentation and also conclusion drawing and verification. The instrument of this research is the author himself. 

Result: The results of the research findings related to poverty reduction in Kolak Regency are analyzed through 

several dimensions with the results, in the implementation sequence dimension it is known that it has been carried 

out systematically, in the design dimension there are already several programs in the form of innovations to solve 

poverty problems, in the dimensions of Time, Space, Expertise and Resources, each of these aspects has clarity, 

but the resource factor is still not optimal, in the effectiveness dimension several programs have been able to run 

effectively and produce. Conclusion: In general, the level of regional poverty reduction by Kabupaten 

Kolaka of Southeast Sulawesi Province has been carried out quite well, as evidenced by the positive trend 

in the analysis of each dimension. 
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ABSTRAK 

 

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan di Kabupaten Kolaka merupakan 

permasalahan yang kompleks, ditandai oleh fluktuasi angka kemiskinan dan tingginya angka 

kemiskinan ekstrem, meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kolaka 

menempati posisi tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga menarik perhatian peneliti 

untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas 

Sosial Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan: Penelitian ini bertujuan 

Untuk mengetahui penanggulangan kemiskinan daerah oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka 

Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif 
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Deskriptif dengan metode induktif. Pendekatan ini dipilih karena model kualitatif memberikan 

keleluasaan penuh bagi peneliti untuk mengubah arah penelitian ditengah kegiatan demi tercapainya 

tujuan utama penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi Observasi lapangan, studi dokumen, 

dan wawancara serta triangulasi data. Teori utama yang dipakai untuk menganalisis topik ini adalah 

Teori Penanggulangan Kemiskinan  oleh Ubur tahun 2011. Infoman yang terlibat pada penelitian 

ini berjumlah 10 informan. Analisis data dilaksanakan  melalui reduksi data, penyajian data dan juga 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri. Hasil/Temuan: 

Hasil temuan penelitian terkait penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolak aini dianalisis melalui 

beberapa dimensi dengan hasil, pada dimensi urutan pelaksanaan diketahui bahwa sudah dilakukan 

secara sistematis, pada dimensi desain sudah terdapat beberapa program berupa inovasi untuk 

menyelesaikan masalah kemiskinan, pada dimensi Waktu, Ruang, Keahlian dan Sumber Daya masing 

masing aspek ini sudah terdapat kejelasan hanya saja dari faktor sumber daya masih belum optimal, pada 

dimensi efektivitas beberapa program sudah mampu berjalan dengan efektiv dan menghasilkan. 

Kesimpulan: Secara umum tingkat dengan Penanggulangan kemiskinan daerah oleh Kabupaten Kolaka 

Provinsi Sulawesi Tenggara sudah dilakukan cukup baik  terbukti dengan tren positif pada analisis masing 

masing dimensi. 

Kata Kunci: Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Dinas Sosial, Kebijakan Publik,  Program Sosial. 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Kemiskinan pada negara yang tergolong dalam negera berkembang merupakan 

permasalahan kompleks dan cukup rumit untuk diselesaikan (Handayani et al., 2023). 

Kemiskinan tidak hanya diartikan sebagai kekurangan pendapatan namun berkaitan dengan 

ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan seperti akses layanan publik dan 

infrastruktur dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Kemiskinan 
merupakan masalah komprehensif yang banyak memberikan dampak bagi masyarakat seperti 

kurangnya biaya terhadap akses kesehatan, maupun pendidikan (Tambunan, 2012). 

Masyarakat akan dahulu mengutamakan kebutuhan primer yaitu makan dan minum sehingga 

kepentingan untuk melaksanakan pendidikan belum dapat dipenuhi.  

Salah satu negara yang mengalami permasalahan kemiskinan yaitu Indonesia, 

diketahui permasalahan sampah menjadi permasalahan sosial yang paling mayoritas (Madjid 

& Setiawan, 2021). Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menduduki urutan ke 6 negara 

dengan angka kemiskinan tertinggi, peringkat pertama di tempati oleh Timor Leste,  Myanmar, 

Laos, Filipina, Kamboja, dan Indonesia dan terjadi dalam bagan berikut :  

 

Gambar 1 

 
Sumber : GoodStats (2024) 
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Selain mengalami permasalahan kemiskinan, Indonesia digolongkan sebagai negara 

dengan kondisi kemiskinan ekstrem (Zulaika et al., 2024). Kemiskinan ekstrem dapat diukur 

dengan menggunakan ukuran kemiskinan absolut salah satunya yaitu dengan mengikuti definisi 

bank dunia, yakni daya beli suatu penduduk dibawah US$1,9, per hari (Pogge, 2017). Definisi 

ini menunjukkan bahwa individu yang hidup dengan pengeluaran di bawah ambang batas 

tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makanan, 

tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Berikut merupakan jumlah perbandingan angka 

kemiskinan ekstrim dan jumlah kemiskinan di Indonesia :  

 

Gambar 2 

 
Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan  Kebudayaan (2024) 

 

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah kemiskinan dan kemiskinan 

ekstrim di Indonesia cenderung mengalami penurunan yang disebabkan oleh memulihnya 

ekonomi setelah kondisi Covid-19 yang mulai membaik (Pereira & Oliveira, 2020). Pulau 

Sulawesi adalah salah satu Pulau di Indonesia yang menghadapi masalah kemiskinan dan turut 

menyumbang jumlah angka kemiskinan di negara Indoensia. Salah satu yang tertinggi adalah 

provinsi Sulawesi Tenggara dengan angka kemiskinan mencapai 11,21. Hal ini tentu menjadi 

catatan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untu segera melakukan tindakan.  

Salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga mengalami masalah 

kemiskinan yaitu Kabupaten Kolaka. Kabupaten Kolaka sendiri mengalami fluktuasi angka 

kemiskinan. Berdasarkan Buku Kabupaten Kolaka Dalam Angka tahun 2024 menjelaskan 

bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kolaka mengalami fluktuasi dan konsisten 

bertambah ditahun 2023. Berikut merupakan data jumlah penduduk miskin di Kabupaten 

Kolaka : 

 

Gambar 3  

 
Sumber : BPS Kabupaten Kolaka (2024) 
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Data tersebut juga apabila dilihat lingkup nasional maka persentase angka kemiskinan 

di Kabupaten Kolaka berada diatas rata-rata Nasional yaitu 9,03% dan Provinsi Sulawesi 

Tenggara 11,21%. Selain itu, Kabupaten Kolaka tidak hanya mengalami kemiskinan namun 

juga mengalami masalah kemiskinan ekstrim. Secara regional pada tahun 2023, Kolaka berada 

berada pada posisi ke 10 dari 17 Kabupaten/Kota penyandang kemiskinan ekstrim dengan 

persentase 1,80 persen penduduk miskin ekstrim atau sebanyak 34.437 individu. Hal ini 

berimbas pada tingginya keluarga miskin yang berdampak pada kondisi keluarga/family caring 

(Kaplan, 2018). 

Dampak yang terjadi dari permasalahan kemiskinan harus diselesaikan oleh 

pemerintah. Salah  satu  Dinas yang menjadi Leading Sector penanggulangan kemiskinan yaitu 

Dinas Sosial (Bestary et al., 2023). Dinas Sosial Kabupaten Kolaka memiliki tugas 

merumuskan kebijakan dan program, penyusunan norma standar, serta prosedur dan kriteria 

dalam pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, 

pemberdayaan sosial dan penanggulangan fakir miskin. Berdasarkan hal ini yang melatar 

belakangi penelitian ini dilaksanakan.  

  

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian) 

 

Meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diimplementasikan, 
masih terdapat kesenjangan dalam hal efektivitas program-program tersebut. Perlu dilakukan 
analisis mendalam mengenai sejauh mana program-program yang ada telah berhasil 
mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kolaka. Penelitian dapat berfokus pada evaluasi 

dampak program, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 
program, serta menganalisis kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat setempat 
(Plante, 2019). 

Penanggulangan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang membutuhkan 
pendekatan lintas sectoral (Heger et al., 2020). Namun, seringkali terjadi tumpang tindih 
program atau kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah maupun dengan pihak swasta 
dan masyarakat sipil. Penelitian dapat mengkaji bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Kolaka 
berkoordinasi dengan instansi lain, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, atau Dinas 

Tenaga Kerja dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Analisis dapat mencakup identifikasi 
hambatan dalam koordinasi dan rekomendasi untuk meningkatkan sinergi antar lembaga. 

Banyak program penanggulangan kemiskinan bersifat jangka pendek dan kurang 
memperhatikan aspek keberlanjutan serta pemberdayaan Masyarakat (Riswati & Susilawati, 
2018). Penelitian dapat mengeksplorasi sejauh mana program-program yang dijalankan oleh 
Dinas Sosial Kabupaten Kolaka telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan 
pemberdayaan masyarakat. Analisis dapat mencakup evaluasi terhadap program-program yang 

ada, identifikasi praktik terbaik dalam pemberdayaan masyarakat, serta rekomendasi untuk 
meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan yang 
berkelanjutan. 

 

1.3 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian ini terinspirasi dari hasil penelitian terdahulu yang masih memiliki 

relevansi, penelitian pertama karya Adi Wisnutama; Joko Pramono; dan Aris Tri Haryamto 

tahun 2023 berjudul Analisis Strategis Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 

Kabupaten Madiun Tahun 2022 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan 

indikator utama angka kemiskinan ektrem di Kabupaten Madiun dari tahun ke tahun semakin 

efektif, hal ini menunjukkan secara persentase penduduk miskin ekstrem kecil tapi secara 

jumlah pasti besar (Wisnutama et al., 2023). 
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Penelitian karya Mohammad Mulyadi pada tahun 2018 berjudul Strategi Pemerintah 

Dalam Penanganan Kemiskinan dan Kesenjangan dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa 

terdapat strategi khusus dalam penanganan kemiskinan yaitu integrasi program kemiskinan dan 

perluasan bantuan sosial non-tunai, serta program padat karya tunai untuk masyarakat kurang 

mampu (Mulyadi, 2018). 

Penelitian karya Agnes Pradina Simanjuntak pada tahun 2019 berjudul Implementasi 

Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di  Desa 

Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan hasil penelitian menunjukan bahwa 

Peserta PKH dikisaran usia 31-40 tahun. Tingkat pendidikan sekitar 76,70 persen setara SD/MI 

(Pradina, 2019).  

Penelitian karya Murdiyana dan Mulyana tahun 2017 berjudul Analisis Kebijakan 

Pengentasan Kemiskinan di Indonesia dengan hasil penelitian menunjukan bahwa 

perkembangan kemiskinan dari orde baru hingga era Presiden Joko Widodo. Proses ini dengan 

melalui kebijakan yang sudah sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila (Murdiyana & Mulyana, 

2017).  

Penelitian dengan judul Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di 

Kota Sukabumi karya Muslim Sabarisman pada tahun 2015 dengan hasil penelitian 

membuktikan, bahwa peran dinas sosial Sukabumi dalam penanggulangan kemiskinan belum 

mencapai tujuan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya jumlah dan kualitas 

sumber daya manusia, anggaran yang belum mendukung, koordinasi masih lemah, sarana dan 

prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan program masih terbatas (Sabarisman, 2015). 

 

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah 

 

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam studi penanggulangan kemiskinan 

daerah dengan fokus khusus pada Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebaruan 

penelitian terletak pada penggunaan data terkini yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten 

Kolaka, memberikan gambaran aktual tentang kondisi dan upaya penanggulangan kemiskinan 

di wilayah tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini mengeksplorasi karakteristik unik Kabupaten 

Kolaka yang belum pernah diteliti sebelumnya dalam konteks penanggulangan kemiskinan, 

termasuk faktor geografis, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi dinamika kemiskinan di 

daerah ini. Dengan menggabungkan data terbaru dan analisis mendalam terhadap karakteristik 

lokal, penelitian ini menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual tentang 

tantangan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka. Oleh karena itu, 

penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tentang 

penanggulangan kemiskinan di daerah yang kurang terwakili dalam literatur, serta memberikan 

wawasan berharga bagi pengambil kebijakan dalam merancang program penanggulangan 

kemiskinan yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi lokal Kabupaten Kolaka.  

1.5 Tujuan 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penanggulangan kemiskinan 

daerah oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. 

  

II. METODE 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode induktif 

untuk melihat pelaksanaan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Sosial 

Kabupaten Kolaka. Pendekatan ini dipilih karena memiliki karakteristik yang fleksibel dan 

alami sehingga pendekatan ini relvan dengan topik penelitian ini, selain itu pendektan ini juga 
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memungkinkan penulis untuk menyampaikan informasi hasil penelitian secara rinci dan 

mendalam (Creswell & Angeles, 2011). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori 

Penanggulangan Kemiskinan  oleh Ubur tahun 2011. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi lapangan, studi dokumen dan juga wawancara kepada informan yang telah 

ditentukan. Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada stakeholder yang terlibat 

dalam pengentasan masalah kemiskinan di Kabupaten Kolaka dan juga kepada kelompok 

penerima manfaat dalam hal ini adalah masyarakat, Adapun informan yang dipakai sejumlah 

10 informan. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial 

Kabupaten Kolaka, informan kunci adalah informan utama yang dianggap memiliki 

pengetahuan luas terhadap sebuah topik yang sedang dibahas dan itu memang menjadi sebuah 

keahliannya (Simangunsong, 2017). Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui 

tiga tahapan yaitu reduksi data yang berserak dilapangan, penyajian data dalam bentuk narasi 

dan tabel maupun gambar, dan juga penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Adapun waktu 

penelitian diperkirakan selama 20 hari pada bulan januari 2025. Lokus penelitian ini secara 

umum berada di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dan lebih terfokus pada Dinas Sosial 

Kabupaten Kolaka serta beberapa titik rumah Masyarakat di Kabupaten Kolaka.   

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian akan membahas secara komprehensif mengenai penanggulangan 

kemiskinan daerah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka dengan menggunakan 

pendekatan penanggulangan kemiskinan oleh (Ubur, 2011) dengan dimensi yang dianalisis 

antara lain, dimensi Urutan Pelaksanaan, Desain; Waktu, Ruang, Keahlian dan Sumber Daya, 

Efektivitas. Berikut merupakan penjelasan mengenai dimensi yang digambarkan oleh indikator 

penyusunan penanggulangan kemiskinan : 

 

3.1 Urutan Pelaksanaan 

 

Urutan pelaksanaan merupakan proses alur yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan 

atau program. Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Sosial maka terdapat urutan 

pelaksanaan yang harus dipatuhi oleh seluruh petugas sehingga dapat menghasilkan program 

penaggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.  

Dimensi ini dianalisis lebih dalam melalui beberapa indikatornya, indikator pertama adalah 

sistematis dengan hasil penelitian, Proses sistematis diperlukan oleh dinas sosial sebagai upaya terukur untuk 

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka. Proses sistematis dalam penanggulangan kemiskinan 

dilakukan dengan menggunakan aplikasi yaitu Sitem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation 

(SIKS-NG). Proses penanggulangan kemiskinan pada aplikasi SIKS-NG dilakukan dengan memperhatian 

data kemiskinan yang ada pada Kabupaten Kolaka kemudian data tersebut diverifikasi melalui musyawarah 

desa untuk memustuskan masyarakat yang berhak menerima bantuan yang berasal dari Dinas Sosial. Kepala 

Dinas Sosial Kabupaten Kolaka juga menjelaskan bahwa proses pelaksanaan dilakukan secara sistematis 

dengan melibatkan masyarakat dengan proses musyawarah dengan melibatkan pihak aparatur 

desa/kelurahan, tokoh masyarakat, Dinas Sosial hingga dilakukan penandatangan data oleh Sekda atau 

Bupati dan diberikan kepada Kementrian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG. Dari informasi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dalam proses penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka dilakukan secara 

sistematis dengan melibatkan masyarakat desa, aparatur desa/kelurahan, dan tokoh masyarkat untuk 

memverikasi data kemiskinan yang selanjutnya akan diinput ke aplikasi SIKS-NG untuk ditindak lanjuti dan 

kemudian mendapatkan bantuan sosial. Proses sistematis penting untuk dilakukan untuk mendapatkan 

pandangan dan masukan dari masyarakat bawah sehingga data yang diperoleh merupakan data terbaru dan 

sangat dirasakan oleh masyarakat bawah. 
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Pada indikator kedua berkaitan dengan proses manajemen dengan hasil penelitian Proses 

manajemen merupakan tahapan dalam penanggulangan kemiskinan yang didahului dengan proses 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam proses manajemen yang dilakukan untuk 

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka sudah dilakukan yang dimulai dengan tahap 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh staf Dinas Sosial 

yang menyatakan bahwa Dalam proses perencanaan penanggulangan kemiskinan didahului dengan proses 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang (Musrembang) yang dilaksanakan pada tingkat wilayah 

terendah yaitu desa atau kelurahan. Kemudian untuk proses pengorganisasian dilaksanakan dengan 

mengoptimalkan bidang-bidang yang terdapat di Dinsos dengan melibatkan 133 pekerja sosial masyarakat 

untuk input data masyarakat yang tergolong kedalam masyarakat miskin. Hasil wawancara menunjukan 

bahwa penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka dilakukan dengan mengkolaborasikan program 

Nasional dan Regional. Untuk masyarakat yang telah terdapat dalam DTKS maka akan mendapatkan 

bantuan dari kementerian namun apabila terdapat masyarakat miskin dan belum terdata maka masyarakat 

akan mengusulkan dengan bantuan aparatur desa/kelurahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sinergitas 

dan kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan merupakan suatu kewajiban untuk memperoleh hasil 

akhir yang maksimal 

Pada indikator ketiga berkaitan dengan need assesment dengan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa. Penilaian kebutuhan atau Need Assessment merupakan proses sistematis unntuk mengidentifikasi 

kondisi yang terjadi dengan merumuskan penyebab kemiskinan, menentukan kebutuhan utama masyarakat 

miskin dan menentukan intervensi yang tepat untuk penanggulangan kemiskinan. Dalam penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten Kolaka, Dinas Sosial Kabupaten Kolaka melakukan penilaian kebutuhan dengan 

melibatkan 133 pekerja sosial masyarakat untuk melakukan input data terhadap masyarakat yang akan 

mendapat bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka juga menjelaskan bahwa program 

penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu menggunakan Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi penerima bantuan yang terdaftar di Kementrian Sosial yang dianggarkan 

melalui APBN dan pengusulan mandiri yang dianggarkan melalui APBD. Dalam proses pemberian bantuan 

dilakukan dengan verifikasi sehingga mendapatkan data masyarakat yang benar layak untuk mendapatkan 

bantuan.  

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dan dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial 

Nomor 400/06.a/2025 tentang penunjukan fasilitator SLRT Kabupaten Kolaka tahun 2025 dapat 

disimpulkan bahwa Penilaian kebutuhan atau Need Assessment merupakan proses penting untuk 

mendapatkan data yang valid sehingga program sosial yang dijalankan baik melalui Kementerian Sosial atau 

Dinas Sosial dapat tepat sasaran. Selain itu, Penilaian kebutuhan atau Need Assessment merupakan proses 

yang penting untuk menentukan intervensi atau program yang tepat yang dapat digunakan untuk 

penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan melibatkan 133 pekerja sosial ke masyarakat sebagai 

fasilitator SLRT di Kabupaten Kolaka. 

Berdasarkan uraian pada indikator urutan pelaksanaan yang terdiri dari sistematis, proses 

manajemen, dan Need Assesment dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten Kolaka menunjukkan adanya penerapan yang sistematis dan terstruktur. Hal ini 

tercermin dari keterlibatan berbagai pihak, seperti masyarakat desa, aparatur desa/kelurahan, dan tokoh 

masyarakat dalam proses verifikasi data kemiskinan yang kemudian diinput ke dalam sistem aplikasi SIKS-

NG. Selanjutnya, proses manajemen dilakukan secara kolaboratif dengan mengintegrasikan program dari 

tingkat nasional dan daerah. Masyarakat yang terdata dalam DTKS menerima bantuan dari Kementerian 

Sosial, sementara masyarakat yang belum terdata dapat diusulkan melalui aparatur desa 

 

3.2 Desain 

 

Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan diperlukan program-program yang diperlukan 

sebagai solusi untuk menanggulangi kemiskinan. Dalam program penanggulangan kemiskinan 

diperlukan metode yang tepat sehingga akan memberikan hasil yang maksimal. Dalam pemberian 

bantuan kepada masyarakat yang masih mempunyai potensi untuk bekerja maka bantuan yang 
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diberikan berupa barang atau alat yang dapat digunakan untuk memberikan tambahan 

penghasilan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan. Sebaliknya jika penerima bantuan 

adalah lansia atau disabilitas maka bantuan yang diberikan berupa uang untuk membeli bahan 

pokok yang diperlukan untuk kegiatan konsumtif. Selain itu desain program juga yang dibuat 

oleh dinas sosial dilakukan dengan bekerja sama Dinas Ketenagakerjaan. Dinas 

ketenagakerjaan memberikan fasilitas berupa latihan kerja untuk meningkatkan softskill yang 

dimiliki oleh masyarakat penerima bantuan. Sedangkan program yang dilaksanakan oleh Dinas 

Sosial yaitu memberikan pelatihan terutama berkaitan dengan capacity bulding kepada calon 

penerima sehingga mampu mengelola keuangan dengan baik.  

Program lain yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka yaitu peningkatan 

jumlah penerima bantuan dari 500 orang menjadi 1000 orang. Dalam pelaksanaan 

penanggulangan kemiskinan terdapat program bantuan sosial yang diberikan kepada disabilitas 

tidak berdaya, cacat permanen dan juga lansia yang terlantar, adapun bantuan yang diberikan 

bentuknya berupa uang tunai. Pemberian uang tunai berfokus pada pelayanan dasar untuk 

masalah konsumsi agar lansia yang tidak berdaya sama orang disabillitas tidak menjadi beban 

keluarga. Selain itu, jika merujuk pada hasil wawancara bersama Ibu Wulan maka diperoleh 

hasil bahwa pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan sudah dilaksanakan hampir 10 

tahun dengan masyarakat penerima bantuan akan mendapatkan bantuan pada bulan ke empat 

dengan total  Rp.840.000 dengan proses yaitu Data masyarakat yang diusulkan masuk pada 

bulan November atau Desember kemudian diverifikasi, jika masyarakat yang sudah masuk 

pada DTKS maka tidak akan mendapat bantuan dari Dinas Sosial.  

Hasil analisis dokumen terkait penurunan kemiskinan di Kabupaten Kolaka yang 

termuat dalam matriks pemetaan program/kegiatan dan anggaran penurunan kemiskinan 

Kabupaten Kolaka yang melibatkan beberapa dinas seperti Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas-

Dinas lain yang berperan dalam pemberian program tertentu dalam penanggulangan 

kemiskinan  

 

Gambar 4 

 
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kolaka (2023 )  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan analisis dokumen 

matriks pemetaan program/kegiatan dan anggaran penurunan kemiskinan Kabupaten Kolaka, 

dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial memiliki program penanggulangan kemiskinan yang 

termuat dalam Matriks Khusus Dinas Sosial Dalam Penurunan Angka Kemiskinan Di 

Kabupaten Kolaka serta melaksanakan program Nasional yaitu PKH. Lebih lanjut, dengan 
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memberikan pelatihan terutama berkaitan dengan capacity bulding kepada calon penerima 

diharapkan akan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mengelola bantuan yang 

diberikan. Selain itu, pemberian bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada lansia dan 

disabilitas didasarkan pada asumsi bahwa mereka tidak bisa meningkatkan kemampuan diri 

karena keterbatasan fisik sehingga bantuan diberikan berupa uang tunai yang digunakan untuk 

kegiatan konsumtif dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada dimensi desain dengan indikator yaitu 

program-program yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa desain program penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten Kolaka menunjukkan pendekatan yang adaptif dan berbasis pada 

kondisi spesifik penerima manfaat. Program dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas 

individu penerima bantuan. Dalam pelaksanaan program juga melibatkan kerja sama lintas 

instansi, seperti antara Dinas Sosial dan Dinas-Dinas lain bertujuan untuk memaksimalkan 

keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka.  

 

3.3 Ruang, Waktu, Keahlian dan Sumber Daya 

 

Pada dimensi ini lebih lanjut dijelaskan melalui indikator indikatornya. Indikator 

pertama terkait dengan ruang dengan hasil Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, 

ruang berkaitan tempat pelaksanaan. Kabupaten Kolaka memiliki 12 Kecamatan yang 

keseluruhan kecematan tersebut mendapatkan bantuan sosial yang dilaksanakan melalui 

program Lansia dan masyarakat Disabilitas. Sedangkan untuk program berupa bantuan lainnya 

dilaksanakan sesuai dengan Proposal pengajuan yang telah lulus verifikasi sehingga akan 

diberikan bantuan yang diajukan. Menurut pernyataan Kepala Dinas Kabupaten Kolaka 

menyebutkan bahwa “kami selalu berupaya untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten 

Kolaka dan memastikan bahwa setiap program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan 

tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi mampu memberikan perubahan yang 

berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat”.  

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka menunjukkan bahwa 

program bantuan sosial dilaksanakan secara merata di seluruh 12 kecamatan di wilayah 

Kabupaten Kolaka, dengan mempertimbangkan anggaran dan kebutuhan masyarakat setempat. 

Program untuk lansia dan disabilitas dilaksanakan di seluruh kecamatan, sedangkan bantuan 

lainnya diberikan berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat dan telah melalui proses 

verifikasi lapangan. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan kelayakan dan 

keberlanjutan bantuan, agar dapat memberikan dampak yang lebih besar dan mendorong 

kemandirian ekonomi masyarakat.  

Pada indikator waktu menunjukkan hasil penelitian Dalam pelaksanaan 

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka dilaksanakan berdasarkan jadwal rencana 

kegiatan yang telah disusun dimasing-masing bidang. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan 

dilapangan dilaksanakan setiap 3 bulan dengan metode home visit. Metode home visit 

digunakan dengan sistem mengunjungi rumah dan melakukan pembagian bantuan sosial, 

metode home visit biasa digunakan pada masyarakat disabilitas dan lansia. Pernyataan Kepala 

Dinas Kabupaten Kolaka sebagai berikut “Pelaksanaan program tergantung dari rencana 

kegiatan setiap bidang memiliki jadwal berbeda, untuk program pada lansia disabilitas 

dilaksanakan tri wulan, setiap 3 bulan turun ke lapangan, dengan metode home visit”.  

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelaksanaan program berupa pemberian bantuan 

alat/barang yang diajukan melalui proposal dilaksanakan pada triwulan 2 atau 3 yaitu pada 

bulan Juni, Juli, Agustus, atau September. Pelaksanaan pemberian bantuan tersebut 

dilaksanakan dengan menunggu proposal yang diajukan atau sesuai dengan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA). Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka dilaksanakan sebelum 

tahun anggaran. Untuk pengusulan masyarakat yang layak menerima bantuan dilaksanakan 

pada Bulan Oktober atau November dan pada Bulan Desember akan dilaksanakan verifikasi 
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kemudian Surat Keputusan (SK) penerima bantuan akan dikeluarkan pada Bulan Januari. 

Pengusulan masyarakat yang layak menerima bantuan dilaksanakan pada bulan Oktober atau 

November dan kemudian akan diverifikasi pada Bulan Desember dan SK akan diterbitkkan 

pada Bulan Januari. Untuk bantuan yang diterima diberikan pada Bulan April dengan total 

Rp.840.000.  

Indikator selanjutnya berkaitan dengan keahlian dengan temuan k merupakan kondisi 

kemampuan atau keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan suatu 

tugas atau pekerjaan dengan baik. Dalam hal ini, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 

Kolaka dilaksanakan oleh 133 tenaga sosial  masyarakat yang telah mendapat capacity building 

terkait penggunaan aplikasi SIKS-NG terkhusus untuk proses input data penerima bantuan. 

hasil analisis dokumen terkait penunjukan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), 

menunjukan bahwa terdapat 12 personil yang bertugas pada 12 kecamatan dengan honor 

Rp.1.000.000/bulan. Berikut merupakan lampiran surat keputusan Kepala Dinas Sosial 

Kabupaten Kolaka Nomor 460/07.a/2025 tentang penunjukan tenaga kesejahteraan sosial 

kecamatan Kabupaten Kolaka tahun 2025.  

 

Gambar 5 

 
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kolaka, 2025 

 

Indikator selanjutnya terkait dengan Sumber daya dengan temuan bahwa Dalam hal 

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka memiliki Sumber Daya berupa anggaran dan 

Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam hal anggaran, untuk program pemberian bantuan berupa 

uang tunai khususnya pada lansia dan disabilitas yang merupakan program utama Dinas Sosial 

yang ditargetkan pada 500 orang di 12 kecamatan dilaksanakan dengan bantuan APBD yaitu 

Rp. 4.079.228.776. Lebih lanjut, anggaran Dinas Sosial pada tahun sebelumnya yaitu Rp. 1,6 

Milyar yang terserap habis untuk diberikan bantuan kepada 500 orang lansia dan disabilitas 

dengan jumlah Rp.280.000 per bulan yang diberikan setiap Tri Wulan yaitu Rp.840.000 dan 

pada tahun 2025 ini ditargetkan mencapai 1000 orang lansia dan disabilitas penerima bantuan. 

Sedangkan untuk Sumber Daya Manusia dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dalam 

pelaksanaan verfikasi data penerima bantuan Dinas Sosial dibantu oleh 133 pekerja sosial 

masyarakat. Selain itu, dalam proses penyaluran bantuan dibantu oleh 12 personil Dinas Sosial 

yang menggunakan metode door to door home visit 

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka khususnya dalam program yang 

dijalankan oleh Dinas Sosial melibatkan 133 pendamping yang secara kuantitatif cukup namun 

secara kualitas masing kurang sebab keterbatasan alat yang dimiliki. Untuk pelaksanaan 
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penyaluran, Dinas Sosial melibatkan 12 personil yang ditargetkan akan menyalurkan pada 1000 

orang.  

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada dimensi Waktu, Ruang, Keahlian dan Sumber 

Daya dengan indikator yaitu waktu, tempat, keahlian, dan sumber daya dapat disimpulkan 

bahwa Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka telah dirancang 

secara terstruktur dengan mempertimbangkan aspek waktu, ruang, keahlian, dan sumber daya. 

Program ini berjalan berdasarkan siklus tahunan dengan penyaluran bantuan secara triwulanan, 

mencakup seluruh kecamatan, dan difokuskan pada kelompok rentan seperti lansia dan 

disabilitas.  

 

3.4 Efektivitas  

 

Dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka, efektivitas berkaitan dengan 

menghasilkan suatu hasil yang berarti bahwa program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan 

kriteria measurable atau terukur, observable atau teramati, dan quantifiable atau dapat dihitung. 

Pada indikator masurable atau terukur hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa 

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka diketahui bahwa Dinas Sosial melibatkan 133 pekerja 

sosial masyarakat dan 12 personil Dinas Sosial untuk menetapkan penerima bantuan yang ditetapkan 

berdasarkan ukuran yang diatur oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 

di Kabupaten Kolaka, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program dinilai melalui indikator kuantitatif dan 

pengamatan lapangan. Dinas Sosial menetapkan penerima bantuan berdasarkan ukuran dan ketentuan yang 

telah diatur pemerintah, dengan melibatkan 133 pekerja sosial masyarakat dan 12 personil lapangan. 

Keberhasilan program diukur dari penurunan angka kemiskinan berdasarkan data resmi dari BPS serta 

perkembangan usaha penerima bantuan, khususnya dalam program bantuan alat usaha.  

Pada indikator observable atau teramati hasil temuan menyatakan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka 

melakukan tinjauan lapangan yang biasa dilakukan pada masyarakat yang menerima bantuan berupa alat 

usaha. Tinjauan ini bertujuan untuk mengamati secara langsung perkembangan dan dampak penggunaan 

bantuan yang telah diberikan, seperti pada usaha perbengkelan, jahit, atau bentuk usaha produktif lainnya. 

Melalui pengamatan lapangan ini, Dinas Sosial dapat menilai apakah bantuan yang disalurkan benar-benar 

dimanfaatkan secara optimal oleh penerima dan mampu mendorong peningkatan taraf hidup serta 

kemandirian ekonomi masyarakat 

Pada indikator Quantifiable atau dapat diukur hasil temuan menunjukan bahwa Dinas Sosial 

Kabupaten Kolaka menetapkan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan berdasarkan data yang 

objektif dan terukur. Salah satu indikator utama yang digunakan adalah hasil survei dari Badan Pusat Statistik 

(BPS), yang secara berkala menyajikan data jumlah penduduk miskin. Dengan menjadikan data BPS 

sebagai acuan, Dinas Sosial dapat memantau penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, serta 

memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan memberikan dampak nyata bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisis dokumen penulis menemukan bahwa Dinas Sosial 

melakukan pencatatan terhadap daftar penerima bantuan, seperti jumlah penerima bantuan Program 

Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS) APBN, KIS 

APBD, KIS Provinsi yang bertujuan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas 

penyaluran bantuan.  
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Tabel 1  

 
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kolaka, 2025 

 

Dari hasil observasi, wawancara bersama para informan, dan dokumentasi  dapat 

disimpulkan bahwa untuk kriteria measurable atau terukur, Dinas Sosial Kabupaten Kolaka 

belum melakukan proses terukur dengan melibatkan 133 pekerja sosial dan 6 personil yang 

bertugas di 12 kecamatan di Kabupaten Kolaka. Sedangkan untuk kriteria observable atau 

teramati Dinas Sosial rutin melakukan peninjauan terhadap penerima bantuan khususnya pada 

penerima bantuan berupa alat usaha denngan harapan usaha yang dimiliki dapat berkembang. 

Sedangkan Kalau untuk kriteria quantifiable atau dapat dihitung, Dinas Sosial berpedoman 

pada data BPS yang rutin mengeluarkan hasil survei masyarakat yang masih masuk kedalam 

kategori miskin baik itu miskin biasa maupun miskin ekstrim 

 

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian 

 

Temuan utama pada penelitian ini meliputi beberapa hal yang dianggap krusial. Adapun dari 

sisi dimensi urutan pelaksanaan mengungkapkan bahwa Hasil penelitian mengenai 

implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di 

Kabupaten Kolaka menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam pengolahan data 

kemiskinan di tingkat desa. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kolaka pada 

tahun 2022, penggunaan SIKS-NG telah meningkatkan akurasi data kemiskinan hingga 85%, 

dibandingkan dengan 70% pada sistem pendataan sebelumnya. Aplikasi ini memungkinkan 

pemutakhiran data secara real-time, sehingga membantu penyaluran bantuan sosial menjadi 

lebih tertata dan tepat sasaran. Analisis data menunjukkan bahwa sekitar 8% penerima bantuan 

tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti 

keterlambatan pemutakhiran data dan kendala teknis dalam pengoperasian sistem. Dinas Sosial 

Kolaka telah merespon tantangan ini dengan mengadakan pelatihan intensif bagi 133 operator 

SIKS-NG di tingkat desa dan kecamatan, serta melakukan verifikasi silang dengan data 

kependudukan secara berkala. Hasil ini sama halnya dengan penelitian terdahulu berkaitan 

dengan pengentasan kemiskinan desa yang dilaksanakan secara sistematis (Ramadhani & 

Agustina, 2025)  

Pada temuan kedua terkait dengan dimensi desain temuan utama yang didapatkan 

Dinas Sosial Kabupaten Kolaka telah menerapkan pendekatan penanggulangan kemiskinan 

yang adaptif, berbasis kondisi spesifik penerima manfaat, dan melibatkan kerja sama lintas 

instansi, yang terbukti meningkatkan efektivitas program. Laporan evaluasi tahun 2022 

menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan dari 11,7% (2020) menjadi 10,2% (2022). 
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Program unggulan "Kolaka Berdaya" mengintegrasikan bantuan sosial dengan pemberdayaan 

ekonomi lokal, melibatkan Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pertanian. Di 

Desa Lamokato, program ini membantu 150 keluarga miskin melalui pelatihan pertanian 

organik, meningkatkan pendapatan rata-rata 25%. Di Desa Watubangga, 100 keluarga miskin 

dibantu dengan pelatihan kerajinan, meningkatkan pendapatan 30%. Sistem monitoring 

berbasis teknologi memungkinkan penyesuaian program secara real-time. Hasil ini sama 

halnya dengan penelitian terdahulu dalam pengentasan kemiskinan melalui desain yang jelas 

berupa pemanfaatan PNPM Perkotaan (Dwiyanto, 2013). 

 Pada temuat utama di dimensi efektivitas dengan temuan utama bahwa Dinas Sosial 

Kabupaten Kolaka menerapkan sistem evaluasi komprehensif untuk mengukur efektivitas 

program pengentasan kemiskinan, menggunakan basis data BPS dan metode ceklis dengan 

kriteria evaluasi terstruktur. Evaluasi tahun 2022 menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan 

dari 11,7% (2020) menjadi 10,2%, namun efektivitas bervariasi antar program. Program 

"Kolaka Berdaya" dinilai paling efektif, dengan peningkatan pendapatan 25-30% di desa 

percontohan Lamokato dan Watubangga. Sistem monitoring berbasis teknologi meningkatkan 

tingkat keberhasilan program secara keseluruhan dari 70% menjadi 85%. Evaluasi 

mengidentifikasi tantangan utama pada koordinasi lintas instansi (skor 6,5/10) dan pemerataan 

akses di daerah terpencil (7/10). Meski ada kemajuan, evaluasi menunjukkan bahwa 15% 

program masih belum mencapai target efektivitas, mendorong Dinas Sosial untuk terus 

menyempurnakan strategi melalui peningkatan SDM dan sistem informasi terpadu guna 

meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Kolaka. Hasil ini sama 

halnya dengan penelitian yang mengungkap tentang pengentasan kemiskinan yang berjalan 

efektif dalam pelaksanaanya (Kamil & Artiningsih, 2024). 

 

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya 

 

Selain temuan utama, penelitian ini juga mengungkapkan hal menarik lainnya berkenaan 

dengan hambatan yang terjadi. Adapun hambatn yang terjadi meliputi Faktor internal seperti 

keterbatasan anggaran operasional, kualitas 133 tenaga sosial masyarakat yang rerata belum 

memiliki alat elektronik yang memadai dan ketiga tumpang tindihnya kebijakan mengenai 

penerima bantuan. Adapun faktor penghambat seperti tidak padannya data yang dimiliki oleh 

masyarakat, KTP yang digunakan masih menggunakan KTP lama atau belum memiliki KTP 

elektronik dan masyarakat penerima bantuan yang terkadang tidak berada ditempat. 

 

IV. KESIMPULAN 

 

Penanggulangan kemiskinan daerah oleh Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi 

Tenggara sudah dilakukan cukup baik hal tersebut didasarkan pada proses pelaksanaan yang 

sistematis, desain atau program yang melibatkan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, ruang 

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang mengakomodir seluruh kecamatan di 

Kabupaten Kolaka, dan personil dinas sosial yang aktif dalam melakukan tinjauan terhadap 

masyarakat penerima bantuan 

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan yang dirasakan penulis selama proses penelitian 

adalah keterbatasan waktu penelitian yang sangat singkat, keterbatasan akses data informasi 

yang disebabkan karena adanya bencana alam banjir sehingga dokumen yang bersifat fisik 

hilang dan tidak ditemukan, keterbatsan akses mobilitas juga dirasakan karena banyak 

kelompok Masyarakat miskin yang belum tercover namun berada di daerah pinggiran. 

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari ketidaksempurnaan itu. Oleh 

karena itu diharapkan penelitian di masa depan bisa lebih fokus pada analisis kolaborasi 
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pemerintah dan stakeholder lainnya dalam konsep penta helix.  

 

V. UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Alhamdulillah, dengan memanjatkan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan 
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